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Andi Ambo tuo . Mattuliang. NIM : 10200108009. Peran Lembaga Keuangan
Mikro syariah dan Lembaga keuangan Mikro Non-Syariah dalam
Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar. Di
bimbing Oleh; Prof.Dr.H.Ali Parman. MA. dan Dr. Siradjuddin.SE,M.Si.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar penelitian Survei dengan tipe
penelitian Deskriptif. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan Simple
Random Sampling. Data-data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan
(observasi) dan menggunakan kuesioner. Teknik analisa data dengan mengunakan
metode Analisis Pendapatan UMKM dan Analisis R/C Ratio Populasi dan sampel
dalam penelitian ini adalah 20 nasabah/anggota UMKM masing-masing pada
LKM/S BMT Al-Amin dan KSP sawergading .
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Secara
objektif mengenai peran lembaga Keuangan mikro baik syariah maupun
konvensional dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota
makassar. Dikembangkan dengan tiga inti pokok permasalahan yakni;
Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan peran lembaga
keuangan mikro  konvensional (umum) Serta Tingkat pertumbuhan UMKM
setelah mendapatkan pembiayaan usaha, dari lembaga keuangan mikro Syariah
dan Non-Syariah.
Hasil Penelitian ini Secara umum Menunjukan bahwa Lembaga Keuangan
mikro Syariah LKM/S BMT Al-Amin dan KSP Sawerigading di dalam
Menjalani Peran sebagai lembaga keuangan Mikro, memicu tumbuh dan
berkembangnya Pelaku UMKM.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih
memperhatikan keberadaan Lembaga-lembaga keuangan Mikro khususnya  BMT,
karena sampai saat ini acuan dasar hukum dalam operasional BMT masih
Menggunakan UU perkopersian dan belum memiliki undang-undang secara
khusus.lembaga keuangan mikro, baik Syariah maupun konvensional adalah
mediator terhadap pencapaian kesejahtraan masyarakat melalui sektor pembiayaan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ,namun harus tetap ada sebuah
pemantauan dan pengawasan di setiap lembaga keuangan masing-masing, terkait
suku bunga pada lembaga keuangan mikro konvensional seperti koperasi,dan





Islam adalah agama yang universal. Ajaran-ajaran Islam mengatur dan
membimbing semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal
(hablum min al-Allah) maupun yang berdimensi horizontal (hablum min al-Naas).
Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya berisi antara lain
aqidah, syari’ah, sejarah dan etika (moral), mengatur tingkah laku dan tata cara
kehidupan manusia,baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk
sosial.Universalitas ini tampak jelas terutama dalam aspek muamalah yang sangat
luas medan geraknya, bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi
dan domisili. Ini berbeda secara diametral dengan aspek ibadah (formal) yang
bersifat absolut-permanen-konstan dan tak berubah-ubah sebagaimana yang telah
diajarkan Rasulullah Kaitan antara aspek ibadah formal (dalam arti sempit) dan















Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual
beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila
telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.1
Ayat di atas berisi ajaran normatif yang indah sekali mengenai bagaimana
seharusnya seorang muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan
pelaksanaan ibadah dan mu’amalahnya. Pertama ditegaskan bahwa ibadah (sholat
Jum’at) harus segera ditunaikan ketika waktunya telah tiba, dan semua aktifitas
ekonomi harus ditinggalkan, begitu ibadah selesai, manusia diperintahkan untuk
segera bermu’amalah kembali (mencari rejeki). Ini menunjukkan bahwa aktifitas
ekonomi diperintahkan oleh ajaran Islam.
sebagaimana diperintahkannya aktifitas ibadah. Keseimbangan
(equilibrium) antara ibadah dan mu’amalah inilah yang selalu ditekankan oleh
Islam.al-Quran memang tidak merinci dalam satuan konsep ekonomi teoritis
praktis, tetapi selalu memberikan motivasi kepada umatnya untuk sejahtera di
bidang ekonomi.2 Salah satu buktinya, dalam al-Quran terdapat terma komersial
sebanyak duapuluh macam terminologi, yang diulang sebanyak 370 kali.3 Hal ini
1 Al-Qur’an, 62 (al-Jumu’ah) : 9-10
2 Alwi Shihab, Islam Inklusif ;Menuju Sikap terbuka Dalam Beragama (Bandung :Mizan,
1997), h 172-173
3 A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi EkonomiUmat; Meneropong Prospek
Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2004),h 23.
3menunjukkan sebuah manifestasiadanya sebuah spirit yang bersifat komersial
dalam al-Qur’an.Salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa
dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah
keluarga, sehingga akan tercipta suatu bentuk kemandirian usaha ekonomi
produktif. Pada akhirnya akan terwujud suatu keluarga yang lebih sejahtera serta
mandiri. Di antara indikasi dari keluarga sejahtera ini adalah adanya kemampuan
keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memberi kontribusi
terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat kalangan atas
tapi juga masyarakat kalangan bawah, yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi
kerakyatan.Pemberdayaan ekonomi rakyat dianggap urgen tidak saja karena
ketertinggalan sektor ekonomi rakyat ini dari sektor ekonomi yang besar, tetapi
juga karena adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara keduanya
sudah terlalu besar, dan bisa menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial.
Atas dasar inilah, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi
pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta
pemberdayaan sumber daya manusianya.4
Oleh karena itu, salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat adalah
dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan mereka,
yakni lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Bayt
al-mal wa al-tamwil (BMT) yang tentunya keberadaan mereka tidak bisa
diremehkan dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan ekonomi, sehingga
4 Abdul Munir Mulkhan, Pemberdayaan Budaya Ekonomi Domestik, dalam Kumala Hadi
(ed), Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik Di Indonesia (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana,
1997), h 354
4sudah selayaknya mereka juga diberi kepercayaan sebagai salah satu kekuatan
ekonomi negara. Koperasi simpan pinjam dan BMT merupakan alat perjuangan
untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Kedua lembaga keuangan mikro ini
memberikan kemampuan yang lebih besar kepada golongan ekonomi yang lemah,
agar mereka dapat berdiri sendiri, karena di dalam koperasi ada persamaan hak
dan kewajiban ikut membantu menciptakan lapangan kerja, dan menikmati hasil
usaha secara demokratis yang mengandung unsur bekerja saling membantu
menuju usaha bersama untuk menolong diri sendiri.
Fakta empirik menunjukkan, bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro
sangat dibutuhkan oleh usaha mikro kecil. Sebagaimana hasil penelitian
Investment Business Advisory Service (IBAS) tahun 2004, dari 42 juta UMKM,
hanya sekitar 13 % yang telah akses keperbankan, sedangkan 87% masih
mengandalkan modal sendiri. Dari 13 persen itu, umumnya tergolong usaha
menengah dengan kondisi usaha yang relatif lebih baik, baik segi manajemen,
prospek usaha, maupun kualitas SDM (sumber daya manusia) dan teknologinya.
Selain itu, tingkat kebutuhan pembiayaannya juga relatif lebih besar, sehingga
cukup ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.5
Di samping itu, sesuai dengan pengalaman masa lalu, yaitu ketika
pemerintah mewajibkan perusahaan perbankan untuk mengalokasikan 20%
kreditnya agar disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK), ternyata hanya
beberapa bank saja yang mampu mencapainya seperti Bank Pembangunan daerah
(BPD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara keseluruhan, target 20 % kredit
5 Asri Al Jufri, ”Membangun Ekonomi Berbasis UMKM”, Suara Karya, (23 Maret 2005),
h 5.
5untuk UMKM tersebut tidak pernah tercapai.6 Pihak perbankan sangat selektif
dalam mengucurkan kredit kepada UMKM karena resiko kredit macetnya lebih
tinggi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Herman Halim,Direktur utama PT.
Bank Maspion yang juga ketua Perbanas Jatim.Bahkan di lingkup Jawa Timur,
kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) di sektor UMK terus meningkat.
Berdasarkan data Bank Indonesia dalam Surya, terjadi peningkatan NPL dari
sektor UMK yang sangat signifikan dari Desember 2008 yang di posisi 1,59 % ke
Januari 2009 yang di posisi 1,81 %.7 Dari kondisi tersebut tampaknya pembiayaan
untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak bisa diserahkan
sepenuhnya kepada perusahaan perbankan, karena ada kesenjangan yang cukup
jauh antara perbankan dengan UMKM yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kelas
bawah, sehingga sering ditemui ketidakcocokan antara karakter bank dengan
UMKM yang menjadi nasabah atau calon nasabahnya. Ketika berhubungan
dengan lembaga keuangan formal perbankan, UMKM akan sulit terlayani karena
persyaratan formal yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh UMK. Oleh karena
itu, dibutuhkan lembaga keuangan yang secara naluriah memang cocok dengan
UMKM dengan segala keunikannya, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan
jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk
dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan inilah yang biasa diistilahkan dengan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan adanya lembaga keuangan mikro,
paling tidak akan mengurangi salah satu problem yang selama ini dihadapi oleh
6 Ibid, h 5.
7 Surya, (24 Juni 2009), h 8
6pengusaha kecil, yaitu terkait dengan modal yang merupakan problem terbesar
yang dihadapi oleh pengusaha kecil.
Salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dibutuhkan adanya
lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan rakyat (UMKM), yakni
lembaga keuangan mikro seperti Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl (BMT) dan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) yang keberadaannya tidak bisa dianggap enteng dalam
rangka ikut mensukseskan pembangunan ekonomi.8 Akan tetapi,dalam
perjalanannya, banyak problem yang dihadapi oleh BMT, di antaranya kesan
negatif yang muncul dari sebagian elemen masyarakat terhadap pemberdayaan
ekonomi yang dilakukan oleh BMT sehubungan dengan adanya deviasi
(penyimpangan) antara teori dan praktek, terutama yang berkaitan dengan
penerapan prinsip-prinsip syari’ah. Sehingga ada kesan dari masyarakat bahwa
antara BMT dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak ada bedanya.9
Bertolak dari latar belakang di atas, maka menurut peneliti,perlu adanya
komparasi antara pola BMT sebagai cerminan dari lembaga keuangan mikro
syari’ah dan KSP sebagai cerminan lembaga keuangan konvensional serta
peranan masing –masing sebagai lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan
ekonomi umat yang  meliputi pembiayaan usaha mikro,kecil dan menengah
(UMKM). Tentunya kedua lembaga keuangan mikro tersebut mempunyai
kesamaan dan perbedaan dalam operasionalnya.
8 Suhendar Sulaiman, ”Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi”, dalam
Jurnal Ekonomi & Bisnis,(No. 2, Jilid 9, 2004).h 76
9 Sumodiningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian Rakyat,(Yogyakarta : Pustaka
Pelajar,1998).h 98
7Dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian pada lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga
keuangan mikro non-syariah di kota makassar denagn mengaangkat judul
“peran lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan mikro
non-syariah, dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota
Makassar (Studi kasus KSP sawergading dan BMT Al-Amin).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan
masalah yang dikemukakan adalah :
1. Bagaimana Peran LKM Syariah BMT Al-Amin- dan LKM Non-Syariah KSP
Sawerigading dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
di Kota Makassar?
2. Bagaimana tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM)
yang telah Memperoleh Pembiayaan LKM Syariah dan Non-syariah?
C. Hipotesis
1. Di Makassar, sangat kurang lembaga keuangan mikro yang menjangkau
masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah atas dasar tidak memiliki
pengaruh dalam pengembangan Usaha.
2. Diduga tingkat pertumbuhan UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan
pada LKM/S tidak signifikan..
D. Pengertian Judul
8Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tema skripsi ini, berikut
dikemukakan beberapa istilah penting disertai dengan pengertian secara
keseluruhan diantaranya :
1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang, lembaga
atau golongan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal
maupun secara informal.10
2. lembaga keuangan mikro(LKM) adalah lembaga yang memberikan “Jasa
Keuangan” bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik
formal, semi formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan
formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis11
3. Menurut Microcredit Sumit (1997) yang berlanjut pada Microcredit Summit di
New York tahun 2002, kredit mikro adalah “Program” pemberian kredit
berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk “membiayai proyek yang
mereka kerjakan” sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memugkinkan
mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “programmes extend
small loans to very poor for self emplyoement project that generate income,
allowing them to care for themselves and their families12
10 Friedman, M “Pengertian peran devinisi menurut para Ahli Konsep dan Struktur
(Serjanaku.com.) : 1998 : hal.286
11 Izzani ulfi “pengertian lembaga keuangan mikro”
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/21/pengertan-lembagakeuanganmikro(29Januari
2011), h. 43
12 Anonimous, kompas, “Microcredit Summit”, 15 Maret 2005,h.3
94. Syari’ah adalah kata bahasa arab yang secara harfiah berarti jalan yang di
tempuh atau garis mesti yang dilalui.13 Secara terminologi Definisi Syari’ah
adalah  peraturan-peraturan dan hukum yang telah di gariskan oleh Allah,atau
telah di gariskan pokok-pokonya dan di bebankan kepada kaum miuslimin
supaya mematuhinya, supaya syari’ah ini diambil oleh orang islam sebagai
penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.14
5. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.15 Sedangkan
menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan
“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.”16
Setelah penulis memberikan pengertian dari variabel kata yang dianggap
penting yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa
13 Adi warman karim, Bank Analisis Fikiq dan keuanagan,(Cet.III, Jakarta: Jakarta: Raja
Grafindo persada,2006) h.7
14 Syaikh Mahmud Syalhut, Al-islam Aqidah Wal Syaria’ah (cet.I.1959)h.68
15 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta : Gema
Insani, 2001) , h. 103
16 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (http://id.shvoong.com).
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judul “ peran lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan mikro
non-syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Makassar (Studi kasus KSP Sawerigading dan BMT Al-Amin)’’ analisis
penerapan sistem dan pola  pada lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga
keuangan mikro non syariah ini berarti penerapan sebuah konsep pembiayaan di
masyarakat menengah ke bawah , yang merupakan tawaran kepada masyarakat
dalam hal peningkatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup  dengan sistem dan
ketentuan yang telah di tetapkan oleh masing-masing lembaga, baik itu lembaga
keuangan mikro non-syariah (konvensional) ataupun lembaga keuangan mikro
syariah (LKMS).dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atau nasabah.
E. Tinjauan Pustaka
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah dan memiliki bobot yang tinggi
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang
terealisasinya skripsi ini.
Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini
merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang
dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh.
Adapun buku-buku yang menjadi referensi antara lain :
1. Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan,
pembiayaan murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para
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sahabatnya. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa
pesanan. 17
2. Muhammad hambali, upaya Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Pembardayaan Sektor UMKM ,kemiskinan lazim didifinisikan
sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan
merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses
terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
3. Muzammil misbach, Analisis Strategis Peran Bank Syariah dalam
Pembiayaan UMKM .keuangan mikro (micro finance) didefinisikan sebagai
penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi
sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Pengertian lain
mendefinisikan keuangan mikro adalah jasa keuangan berupa penghimpunan
dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil dan penyediaan jasa-jasa
terkait, khususnya di tujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah .
4. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, dalam Bai al
Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.18
17 Adiwarman A. Karim.,op. cit., h. 113.
18 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta : Gema Insani,
2001) , h. 101.
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5. Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam akad pembiayaan murabahah lembaga
keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah
pihak bersepakat dan jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
Keseluruhan dari referensi di atas menjelaskan bahwa sistem Murabahah
sebagai suatu sistem jual beli dimana terdapat suatu barang yang diperjualbelikan.
Barang tersebut dijual oleh pihak penjual kepada pihak pemebli dengan tambahan
keuntungan pada harga asal. Dalam hal ini pembeli dan penjual dapat bernegoisasi
untuk menetapkan harga barang yang di inginkan.
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apakah peran lembaga keuangan mikro(LKM)  baik
lembaga keuangan mikro syariah ataupun lembaga keuangan mikro non-
syariah dapat memberikan kontribusi dalam hal pemulihan ekonomi
guna meminimalisir tingkat kemiskinan di kota makassar.
b. Untuk mengetahui bagaimana  Peran lembaga keuangan mikro syariah
dan  Dan peran lembaga keuangan mikro non-syariah dalam pembiayaan
UMKM di kota Makassar.
c. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah Terhadap peran dan
pelayanan yang di tawarkan lembaga keuangan mikro syariah maupun
non-syariah.
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi lembaga keuangan mikro(LKM).
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Untuk memberikan masukan yang berharga kepada jajaran
karyawan/karyawati lembaga keungan mikro(LKM) syariah dan non-
syariah Makassar mengenai Peran ,pelayanan serta tingkat kepuasan
nasabah .
b. Bagi Masyarakat
1. Untuk memeberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai
Peran dan sistem pengelolaan dana serta menejemen  oprasional pada
lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) baitul mal wattmwil
(BMT).
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana
Peran dan sistem pengelolaan dana serta menejemen oprasional
lembaga keuanagan mikro non-syariah (KOPERASI).
3. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lembaga
keuangan mikro(LKM) yang kemudian dapat dipilih oleh nasabah
ketika ingin mengajukan pembiayaan untuk kepemilikian usaha pada
lembaga keuangan mikro(LKM),serta memeberikan dorongan kepada
masyarakat untuk menggunakan produk-produk LKMS
BMT,ataupun  LKM Non-Syariah,sebagai sarana sekaligus wadah
pemanfaatan usaha mandiri ,guna untuk menanggulangi masalah
kemiskinan.
c. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga
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menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat




A. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
LKM adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits),
kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money
transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance
to poor and low-income households and their microenterprises) (ADB Online).
Atau secara sederhana disebut sebagai lembaga yang biasanya memberikan
layanan kredit kepada kelompok/usaha berpendapatan kecil/mikro. Kredit mikro
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat miskin dengan menyediakan akses layanan keuangan dari LKM ,.
Menurut Permodalan Nasional Madani kategori kredit terbagi menjadi:
Kategori Jumlah Bantuan. Usaha Mikro Rp 1 juta per unit,Usaha Kecil Rp 50
juta,Usaha Menengah Rp 1,5 milyar.Usaha Besar Rp 1,5 Milyar ke atas.1
Tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro. Indonesia adalah
negara yang memiliki variasi terbesar dalam pengembangan model keuangan
mikro di masyarakatnya sehingga dijadikan laboratorim dunia untuk keuangan
mikro.2 Model LKM dibagi menjadi dua kategori, yakni lembaga yang berwujud
bank dan non bank. LKM bank terdiri dari BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan
Kredit Desa) sedangkan non bank terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP), unit
1 Muhammad Agus Khoirul Wafa, Pengembangan UMK melaluiBMT ,(Yogyakarta :
FAI UII, 2008).h 43.
2 Ibid,h 46
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simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal
wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan
Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan
credit union .
B. Lembaga Keuangan Mikro Non-Syariah
1. Koperasi (konvensional).
Dalam era kapitalisme dini (Abad XVIII), terlahirlah inspirasi Koperasi
beserta gerakannya. Ini merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan
ekonomi lemah khususnya kaum buruh untuk memecahkan persoalan ekonomi
yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu
sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Inspirasi berkoperasi di Inggris lahir akibat munculnya revolusi Industri.
Di perancis, inspirasi Koperasi lahir setelah adanya Revolusi Perancis pada akhir
abad 18. Inspirasi berkoperasi tersebut mucul dengan latar belakang yang sama,
yaitu pemecahan permasalahan ekonomi bagi kaum buruh. Di Jerman, Wilhelm
Friederick Raffeisen (1808-1883), yang sedang menjabat walikota Wyerbuch,
berusaha meringankan beban penderitaan petani di desa-desa dengan
memunculkan Koperasi kredit bagi para petani. Raffeisen yakin bahwa hutang-
hutang petani dengan tingkat bunga yang tinggi merupakan sumber kemiskinan
dan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. 3
3 Sumarsono, Sonny, Manajemen Koperasi; Teori dan Praktek,(Yogyakarta : Graha Ilmu,
2004).h.23
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Gambaran yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia dengan hutang
yang melilit bagi kaum petani yang mendorong R.A Wiryaatmadja, seorang patih
Purwokerto untuk mendirikan ”Hulp en Spaarbank” sebagai upaya untuk
membebaskan para petani dari lintah darat. Karena tingkat perekonomian yang
begitu rendah itulah partai-partai politik pada waktu itu seperti Budi Utomo
(1908), Serikat Dagang Islam (1912), memasukkan cita-cita berkoperasi dalam
program-program kegiatannya dengan maksud untuk meningkatkan Tingkat
Kehidupan Bangsa Indonesia.
Dari uraian-uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Koperasi
merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang yang berpenghasilan
rendah yang dalam rangka usaha unuk memenuhi kebuthan hidupnya berusaha
meningkatkan taraf hidup mereka. Djohohadikoesoemo (1941) dalam Hendrojogi
(2002) mendefinisikan Koperasi. Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-
seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan
ekonomi bangsa dengan pemanfaatan SDM dalam  pembiayaan. 4
Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebgai
berikut :
a. adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
b. bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa
yang diinginkan.




Menurut Undang-Undang (UU) no.12 tahun 1967, pasal 4, Koperasi
Indonesia memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi
kesejahteraan rakyat alat pendemokrasian ekonomi nasional, salah satu urat  nadi
perekonomian bangsa Indonesia, alat pembina insan masyarakat untuk
memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia bersatu dalam mengatur tata
laksana perekonomian rakyat. Yang terpenting pada Koperasi adalah
mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan
pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selanjutnya, koperasi
Indonesia wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri-sendiri,
bertanggung jawab kepada diri-sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan
solidaritas.
2. Prinsip Koperasi
Ketentuan dan prinsip koperasi juga cukup banyak dan berasal dari UU no.
79 tahun 1958. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: berasas kekeluargaan
(gotong-royong) bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada
khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya
dengan berusaha mewajibkan dan mengingatkan anggotanya untuk menyimpan
secara teratur mendidik anggotanya ke arah kesadaran (berkoperasi)
menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian
keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, kewajiban dan hak yang
sama, dapat diperoleh dan akhiri setiap waktu dan menurut kehendak yang
berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi
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Undang-undang tersebut diperbarui pada tahun 1992 dengan UU no.25, pasal 33
yang menetapkan yang berikut:
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,Pengelolaan dilakukan secara
demokratis,Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan adil dan sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-mading anggota. Pemberian balas jasa yang
terbatas terhadap modalKemandirian. Bisa dilihat dari definisi dan ketentuan
koperasi bahwa koperasi Indonesia dalam konteks umum bertujuan untuk
kesejahteraan dan kemanfaatan anggota serta mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Koperasi Simpan Pinjam
Tohir (1964) dalam Hendrojogi (2002) menyebutkan terdapat
pengelompokan klasik yang mambagi Koperasi menjadi 3 jenis, yaitu : Koperasi
Pemakaian, Koperasi penghasil, dan Koperasi Simpan pinjam.
Koperasi simpan pinjami didirikan untuk memberi kesempatan kepada
anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi
simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan
kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan
menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga
serendah-rendahnya
Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian
menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti
et al, dalam Hall (2004), Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik
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anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya
terhadap perkoperasian.
4. Sumber Permodalan Koperasi
Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. Menurut
UU no 12. tahun 1967, sumber permodalan untuk koperasi adalah sebagai berikut:
a. Simpanan pokok
Sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada
koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat
diambil selama anggota, menanggung kerugian.
b. Simpanan wajib
Simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya
kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian.
c. Simpanan sukarela
Berdasarkan perjanijian atau peraturan khusus.Selanjutnya, sumber
permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain. Di
samping ini, sumber permodalan boleh berasal dari cadangan, yang menurut pasal
41 Undang-undang no.25 tahun 1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari
penyisihan sisa usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk
menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang jelas, sumber permodalan
koperasi harus berasal dari lembaga yang sah dan akan berbeda di setiap koperasi.
Walaupun pengertian tersebut baik luas maupun panjang, diperlukan untuk
mendapatkan pemahaman terhadap koperasi yang ada di Indonesia pada saat ini.
Bisa dilihat bahwa peraturan dan prisip-prinsip koperasi cukup banyak dan
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tujuannya sangat luas. Oleh karena itu, peran koperasi di perekonomian Indonesia
sangat penting.
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Wattamwil
(BMT)
1. Sejarah Baitul Mal Wattamwil
Implikasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi adalah terbentuknya
lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Sampai awal
abad 20 untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah belum
beranjak dari area diskusi teoritis semata. Hal ini berkelanjutan hingga lahirnya
The Mith Ghamr Bank di Mesir tahun 1963. The Mith Ghamr Bank merupakan
contoh bank Islam pertama yang beroperasi di pedesaan.5 Model BMT
memberikan aksesibilitas dan sistem bagi hasil tidak memberatkan usaha kecil
untuk mengembalikan kredit. Kelayakan usaha sebagai dasar dari pemberian
bantuan juga disertai dengan bimbingan pengelolaan usaha.
Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke
Indonesia Pada awal periode 1980 an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar
ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut
adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin,
M.Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas
telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang
5
.Rizky Ekonisia. Perkembangan Bisnis dan Keuangan Syariah di Indonesia dalam BankSyariah,
Analisis Kekuatan, Kelemahan, dan Ancaman. (Yogyakarta:, Awalil, 2007).h.12
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sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam
bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti6.
Sedangkan perkembangan bank syariah di tanah air mendapat pijakan
setelah adanya deregulasi sektor perbankan tahun 1983. Hal ini karena sejak saat
itu diberi keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasul nol persen (atau
peniadaan bunga sekaligus). Sesungguhnya kesempatn inipun tidak termanfaatkan
karena tidak diperkenankannya membuka kantor cabang baru.
Titik kulminasinya tercapai dengan terbitnya PP no 72 tahun 1992 tentang
bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil
tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal
6). Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru
dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20
Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua
Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di
Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 –
25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok
kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.
Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah
Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan
dengan negara-negara muslim yang lain, perbankan syariah di Indonesia akan
6 Ibid.
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terus perkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di
Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya menjadi 3 unit. Pada tahun 2000,
bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah
meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat
Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah.
Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting,
diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar
2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah
pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank
syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya
pemikiran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Salah satu multiplier
efect yang lain dari kemudahan berdirinya bank syariah dengan dikeluarkannya
undang-undang oleh Bank Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut adalah
munculnya sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dekat dengan
kalangan masyarakat bawah, hal ini juga didorong oleh rasa keprihatinan yang
mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (notabenenya umat Islam)
yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif
bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan
secara langsung dengan bank Islam dikarenakan usahanya tergolong kecil dan
mikro, maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi
menggunakan gabungan konsep Baitul Mal dan Baitut Tamwil target, sasaran,
serta skalanya pada sektor usaha mikro.
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Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian
terhadap lembaga kecil ini serta disamping juga perlu adanya pembinaan pada
BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan
jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi yang
lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk
menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan, maka berdiri pulalah
lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat (LPSM), apakah itu yang bernama Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil
(PINBUK) maupun Dompet Dhuafa (DD) Republika. Sampai saat ini masih
dengan sangat intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-
BMT yang telah dan akan berdiri adalah PINBUK.
Sejak didirikan pada 1995, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
telah mengibarkan bendera dakwahnya dengan memberdayakan para pengusaha
kecil. Ini dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan alternatif
yang berprinsip syariah di lapisan grass root. Lembaga keuangan itu bernama
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau padanan kata dari Balai Usaha Mandiri
Terpadu.
BMT menerapkan prinsip syariah atau bagi hasil yang sangat mudah
dikenalkan pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat di
Indonesia memang sudah akrab dengan pola bagi hasil. Masyarakat Aceh,
misalnya, dalam mengelola sawah sudah lama menggunakan sistem sawah bagi
hasil antara pemilik sawah dengan petani pengelola dengan bagi hasil 50:50.
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Dengan kata lain, apa yang kini dipraktekkan seluruh BMT adalah wujud
reinkarnasi kultural berekonomi masyarakat tempo dulu dalam bentuk
pelembagaan yang lebih modern dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pelembagaan
BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi lembaga-lembaga ekonomi di masa
awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Sebut saja lembaga baitul maal (rumah
harta) yang lahir di zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi sebagai badan
logistik umat Islam. Namun demikian, baitul maal dan BMT punya banyak
perbedaan, baik sejarah maupun perannya.
2. Pengertian dan Karakteristik Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan konsep
Baitul Maal Wa tamwil (PINBUK, 2001:1). Dalam definisi operasional, BMT
adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum berdasarkan prinsip syari’ah. Secara konsepsi BMT adalah
suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu:
Kegiatan mengumpulakan dan dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan
shodaqoh serta lainya yang dibagikan/disalurkan kepada yang berhak dalam
rangka mengatasi kemiskinan. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.
(Muhammad,2000:106).
BMT merupakan lembaga yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu
Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan baitul Maal dalam BMT adalah lembaga
keuangan yang kegiatannya mengelolah dana yang bersifat nirlaba (sosial).
Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal.
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Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk
kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang
kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat
profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan
penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang di
jalankan berdasarkan prinsip syari’ah.
3. Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Didirikannya BMT bertujuan : meningkatkan kualitas usaha ekonomi
untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.7
4. Sifat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
BMT bersifat usaha bisnis mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya
dan dikelolah secara profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk
kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq,
sedekah, waqaf dll), seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.
Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan
BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi
tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari
sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada
deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar
7 Ketut Rindjin. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.(Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama : 2000).h.60
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dengan lembaga lainnya.8 Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada
peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.
5. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan
mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan
daerah kerjanya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami
sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan anggota.
c. Menjadi perantara keuangan antara agniyah sebagai shohibul maal dengan
du’afah sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat,
infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
d. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal
maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha
prduktif.
6. Operasionalisasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Kegiatan yang dikembangkan BMT adalah Jasa Keuangan Kegiatan jasa
keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan
menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non
8 Ibid.
27
anggota. BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan
yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari
produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam
perbankan Islam.Sesuai dengan peraturan perundang- undangan koperasi, untuk
jenis kegiatan simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas
lain yang dilakukan oleh koperasi. Artinya, koperasi harus merupakan entitas
tersendiri dan khusus untuk aktivitas simpan pinjam harus disediakan modal
sendiri yang dipisahkan, jumlahnya sudah ditentukan dan tidak boleh berkurang.
7. Sektor Riil
Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran
dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang
penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat
permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya.
Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang
dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha
yang sudah ada dengan cara membeli saham.
8. Sosial (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)
Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan
waqaf yang berhasil dihimpun oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu
kekuatan BMT, karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah
sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan
BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan
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pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini
dengan menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.
Secara umum, Baitul Mal Wattamwil adalah gabungan dari dua bentuk
kelembagaan yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Secara etimologis, istilah Baitul
Mal berarti rumah uang, sedangkan Baitut Tamwil mengandung pengertian rumah
pembiayaan. Istilah Baitul Mal telah ada dan tumbuh sejak zaman Rasulullah
Saw, meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan
terpisah. Kelembagaan baitul mal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi
berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan seorang ahli fiqh
bernama Walid bin Hisyam
Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam selanjutnya (Dinasti
Abasiyah dan Ummayah), Baitul Mal telah menjadi institusi yang cukup vital bagi
kehidupan negara. Ketika itu, Baitul mal telah menangani berbagai macam urusan
mulai dari penarikan zakat(juga pajak), ghanimah, infaq, shadaqah, sampai
membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara dan pejabat
negara serta kegiatan sosial kepentingan umum. Bila dipersamakan dengan saat
ini, maka Baitul Mal ketika zaman sejarah Islam dapat dikatakan menjalankan
fungsi Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen Sosial, Departemen
Pekerjaan Umum dan lain sebagainya. . Sedangkan Baitut Tamwil dalam istilah
modern adalah Bank Islam. Azis (1992) mendefinisikan bank berdasarkan syariah
(bank Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan
operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata
cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdsarkan Al Quran dan Sunnah
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Rasul Muhammad Saw. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi
hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Mannan (1994; 168-
169) menyatakan bahwa mekanisme perbankan Islami yang berdasarkan prinsip
mitra usaha adalah bebas bunga. Karena itu soal membayarkan bunga kepada
depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul. Dari
penjelasan arti baitul mal dan baitut tamwil, maka yang dimaksud dengan baitul
mal wattamwil (Djazuli, 2002) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya
berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu Baitul Mal Wattamwil
juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai
dengan peraturan syariah dan amanahnya. Atas landasan pengertian tersebut,
maka kita telah kita ketahui bahwa BMT merupakan salah satu lembaga keuangan
syariah yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pada satu sisi ia bertindak
sebagaimana layaknya bank syariah, sedangkan disisi yang lain dia juga memiliki
fungsi sosial yang berperan seperti halnya lembaga zakat, infaq dan shadaqah.
9. Optimalisasi BMT Sebagai LKS Penggerak Kewirausahaan,
Tinjauan Historis Dan Konsep Ideal BMT Di Zaman Rasulullah
Menurut teori kepemilikan: perspektif islam, pemilikan harta itu dibagi
dua yaitu pemilikan pribadi (personal ownership/ milkiyah fardiyah) kedua
pemilikan umum ( public ownership/ milikiyah ammah). Apa saja harta akan
dibagi dalam dua bentuk kepemilikan ini. Dalam mengoperasikan keuangan,
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mana saja negara didunia ini akan memerlukan lembaga. Lembaga ini akan
terbagi dua pertama lembaga keuangan yang mengendalikan keuangan untuk
kepentingan umum dan menjadi milik umum atau masyarakat (public finance) dan
ada lembaga keuangan yang mengendalikan kepentingan perorangan baik untuk
berinvestasi ataupun untuk mendapat fasilitas keuangan dalam menjalankan bisnis
atau keperluan pribadi. Dari zaman Rasulullah, khulafaur Rosyidin, Daulah bani
umayyah di siria sampai daulah bani usmaniyah di turki yang paling menonjol
adalah BMT. Uang ini mereka gunakan untuk membangun negara, baik
pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Adapun masalah keuangan pribadi atau
personal finance berjalan apa adanya antar pribadi dalam masyarakat, negara tidak
mencampurinya9.
Di akhir kekhalifahan Abu Bakar ra. harta yang dimiliki kaum muslimin
sangat melimpah. Hal itulah yang mendorong Abu bakar menjadikan rumahnya
sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara yang kemudian akam
dialokasikan pada orang yang membutuhkan. Umar bin khathab ra merupakan
konseptor pertama dalam pembetukan baitul mal sebagai institusi penyimpanan
dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam pengertian yang luas
Konsep bagi hasil dalam akad kerja sama (musyarokah atau mudharabah) yang
mensyaratkan pemlik modal menanggung kerugian merupakan konsep paling
memungkinkan masuknya bentuk dampingan lain diluar modal. BMT sebagai
penanam modal, berkepentingan agar dana yang dipinjamkannya dapat kembali
9
, akhalul Ilmi SM..Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil( BMT):, (Yogyakarta. UCY
Press. M.2002).h.67
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dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan sistim bunga . Oleh karena
itu, BMT dapat melakukan intervensi misalnya dalam hal pembenahan
manajemen agar usaha nasabahnya lancar dan bisa mendapatkan untung besar ,
dengan demikian BMT juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar juga dengan
koin dinar emas.
BMT dengan bentuk institusi informal (dalam bentuk kelompok swadaya
masyarakat) maupun formal dengan bentuk hukum koperasi , lebih mudah
menjangkau pengusaha kecil. Statusnya sebagai lembaga keuangan non bank
melepaskan BMT dari kewajiban-kewajiban perbankan.Potensi pengembangan
lembaga keuangan mikro adalah masih luas karena usaha mikro dan kecil belum
seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh layanan LKM yang ada, LKM
berada ditengah masyrakat, adapun potensi menabung oleh masyarakat karena
rendahnya penyerapan investasi diderah,terutama dipedesaan, dukungan dari
lembaga dalam negeri dan internasional yang cukup kuat. Segmentasi pasar
lembaga keuangan mikro pada umumnya adalah kelompok usaha mikro yang
dianggap oleh bank tidak memiliki persyaratan yang memadai, tidak memiliki
agunan yang cukup, biaya transaksinya mahal/ tinggi, lokasi kelompok miskin
tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya.
10. Peranan BMT Dalam Rangka Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro
Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada 2008-2009 awal yang lalu
menyebabkan sektor riil di kaum akar rumput hampir lumpuh dengan banyaknya
pengusaha yang ‘gulung tikar’ alias mengalami kebangkrutan.
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Dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal
menjangkausektor usaha mikro di tingkat akar rumput (grass root ).10 Hal demikian
karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam
menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan
pembiayaan masihmensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa
dipenuhi oleh nasabah,khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta
menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota,
sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagianberada di desa-desa. Dengan
demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belumdapat menjangkau sektor
ekonomi riil secara optimal.Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya
lembaga-lembaga keuanganmikro yang sudah menjangkau hingga ke pedesaan-pedesaan
atau yang dikenal dengansebutan BMT. BMT dalam operasional usahanya pada
dasarnya hampir mirip denganperbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat
yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat.Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan
fungsinya tersebut dapatdiklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:
a. Produk penghimpunan dana (funding)
b. Produk penyaluran dana (lending)
c. Produk jasad. Produk tabarru
d.  ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)
10 Hendi Suhendi.Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah.(Yogyakarta. UII Press 1997)h.35.
33
Dengan demikian sebagaimana namanya BMT menjalankan dua misi, yaitu;
a. misi sosial (tabarru’ ) dan
b. misi untuk mendapatkan keuntungan (tamwil).
Keduanya hendaknyamampu dilaksanakan oleh BMT secara
proporsional.Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan
SyariahNasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dikemukakan sebagai
berikut:
11. Produk Penghimpunan Dana yang adadi BMT
Pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad wadiah
dan akan mudharabah,. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan
yaitu simpananWadiah dan simpanan mudharabah Secara fikih akad;
a. wadiah
ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan
tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a) Wadiah al-Amanah
Yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh
memanfaatkan barang yang dititipkan.
b) Wadiah ad Dhamanah
Yaitu akad Wadiah yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan
untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa
sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih
utuh. BMT akan menggunakan akad Wadiah ad Dhamanah dalam produk
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simpanannya,sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk
kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah,
yakni bahwanasabah dimungkinkan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada
kebijaan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui simpanan wadiah
nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau
keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada
kebijakan dari BMT yang bersangkutan.Dalam hal nasabah BMT menghendaki
uang yang di simpan juga memberikan tambahan pendapatan atau memang
ditujukan sebagai sarana investasi maka BMT biasanya juga menyediakan produk
simpanan yang di dasarkan pada akad mudharabah.
Melalui simpanan mudharabah nasabah berpeluang mendapatkan
penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah
diperjanjikan di awal akad. Namundemikian nasabah yang memakai skema simpanan
Mudharabah juga menanggungrisiko kerugian atas uang yang ia simpan.
b. Produk Penghimpunan Dana yang disediakan oleh BMT bisa
mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam.
Yakni akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagihasil, dan akad
pinjam meminjam.
1) Jual Beli
Jual beli intinya adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan
transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan
dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan
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murabahah, salam, dan istishna
. Dengan demikian akad jual beli hanya dapat diterapkan pada produk
perbankan berupa penyaluran dana. Adapun pengertian dari masing-masing jenis
pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) Murabahah
Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan
margin keuntungan yang disepakati.
(2) Salam
adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat
tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
(3) Istishna
Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai
dengan kesepakatan.
Implementasi akad Murabahah Salam dan istishna, khususnya dalam praktik
BMT secara teknis dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Salam, dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Jual Beli Istishna.
2) Bagi Hasil
Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai
pengganti bunga.Akad ini unik, karena dalam praktik BMT bisa diterapkan dalam
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dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana ( funding) dan sisi penyaluran
dana (lending). Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang
penghimpunan dana sebagaimana disebut di atas dalam bentuk simpanan, sedangkan
implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk Pembiayaan
Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah  Secara teknis mengenai penerapan akad
Mudharabah dalam bentukpembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No.
07/DSN-MUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan untuk
penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa
DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
3) Sewa-Menyewa
Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas
suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat
berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (ujrah). Dalam praktik BMT akad
sewa-menyewa ini diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan
Ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT), yang penjelasannya adalah
sebagai berikut:
a. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas
suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan
jasa.Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah di BMT dapat mengacu
padaFatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
b. Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT), adalah transaksi sewa-menyewa yang
memberikan hak opsi di akhir masa sewa bagi pihak penyewa untuk memiliki
barang yang menjadi obyek sewa melaluai mekanisme hibah ataupun melalui
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mekanisme beli. Secara teknis mengenai implementasi IMBT ini dapat dibaca
dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-
IjarahAl-Mutahiyah bi Al-Tamlik.
4) Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial
Dalam sistem konvensional produk penyaluran dana berupa kredit
merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah debitur
wajib membayar bunga berdasarkan presentase tertentu terhadap pokok pinjaman.
Ini merupakan riba, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Dalam Islam akad
pinjam-meminjam juga disediakan tetapi hanya pada keadaan emergency, artinya
bahwa pinjaman akan diberikan hanya kepada nasabah yang benar-benar
membutuhkan uang. Pihak BMT selaku pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan
betapapun kecilnya, karena itu termasuk riba.Dalam operasional BMT transaksi
pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan.
a. qardh
yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangkawaktu
tertentu. Ada juga qardh al-hasan (pinjaman kebajikan), yang pada dasarnya dalamhal
nasabah tidak mampu mengembalikan, maka seyogyanya pihak pemberi pinjaman
bisa mengikhlaskannya. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini mengacu
pada FatwaDSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh. produk jasa
merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh LKS termasuk BMT,
karena melalui produk ini bank akan mendapatkan pendapatan berupa fee
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. Dengan semakin banyaknya jenis produk jasa yang diberikan oleh BMT kepada
nasabahnya, maka semakin besar pula pendapatan BMT yang bersangkutan dari sektor ini.
Adapun mengenai produk jasa misalnya di dasarkan pada akad wakalah .BMT
berdasarkan akad wakalah ini dapat memberikan jasa, misalnya dalam perpanjangan
STNK, SIM, KTP, dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa BMT sebaga ilembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai
lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih (surplus
unit ) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana ( deficit unit ).
Dalam rangka optimalisasi peranan BMT untuk pengembangan sektor ekonomi
riil, maka fungsi BMT di bidang penyalurandana khususnya dalam bentuk
pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. Optimalisasi Peranan BMT dalam
Realitas Kehidupan Masyarakat.
Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang
bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya
selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga
diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada.
BMT yang berada disekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan BMT yang
ada di sekitar masyarakat pedagang .Optimalisasi peran BMT dalam pengembangan
sektor riil secara prinsip dapat dilakukan dengan mengenal motivasi dari nasabah
atau calon nasabah ketika mereka mengajukan permohonan ke BMT. Adapun
beberapa motivasi nasabah atau calon nasabah berikut jenis pembiayaan yang
sesuai dapat diidentifikasi sebagai berikut:
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1. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan barang modal atau barang
konsumtif dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan melihat
karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui
studi kelayakan( feasibility study), ia dapat diberikan pembiayaan
murabahah
2. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan modal kerja atau tambahan modal
kerja, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimanatersebut
di atas dan setelah melalui studi kelayakan ( feasibility study), ia dapat
diberikan pembiayaan mudharabah/pembiayaan musyarakah
3. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan manfaat atas suatu barang,maka
dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas
dansetelah melalui studi kelayakan ( feasibility study), ia dapat diberikan
pembiayaan ijarah. Dan apabila nasabah atau calon nasabah menghendaki
kepemilikan atas barang di akhir masa sewa maka tepat jika ia diberi
pembiayaan IMBT.
Nasabah atau calon nasabah yang membutuhkan uang tunai karena adanya
kebutuhan yang mendesak (emergency), maka dengan melihat
karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi
kelayakan.
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D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pengertian Usaha Mikro,Kecil dan Menengah(UMKM)
Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan  perusahaan ataupun usaha
yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) ,memiliki total aset tidak lebih
dari Rp.600 juta(Di luar area perumaham dan perkebunan). UMKM  termsuk sub
sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh
masyarakat Kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat
vital,karena UMKM masih bisa survive di tengah perkembangan dan krisis
ekonomi yang melanda Indonesia.11
Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998,UMKM
didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang
usaha yang mayoritas merupakan kegiatan  usaha kecil dan perlu di lindungi
untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang
digunakan oleh Biro  Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan
jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima
orang karyawan,sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga
kerja.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok
pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi
11Binti Innayatuz Zahra, Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Serta
Pengaruhnya Terhadap Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah (Umkm)Sebagai Penggerak
Perekonomian Di Indonesia
http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3524/lembaga_keuangan_mikro_syariah(Lampung
Post, Oktober 2004). (10 januari 2013).
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katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi
dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor
usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM
juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri,
sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.UMKM bergerak di
berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang
pertanian.
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Adapun kriteria UMKM menurun Undang-Undang Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 Tentang Usaha mikro,kecil dan menengah sebagai berikut:
1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta (selain tanah dan
bangunan tempat usaha).
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta s/d paling banyakRp.500
juta(selain tanah dan bangunan tempat usaha)
b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling
banyak  Rp.2,5 Miliar
3) Kriteria Usaha Menengh adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan besih lebih dari Rp.500 juta sampai dengan paling
banyak Rp.10  Miliar(selain tanah dan bangunan tempat usaha)
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b. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp.2,5 Miliar sampai dengn paling
banyak Rp.50 Miliar.
Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, Usaha Kecil adalah
kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1
miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha12 Sedangkan menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan
industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan
jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2)
industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja
20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih13.Usaha
Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
12 Ibid (Kuncoro, 2006:372).
13 Ibid, (Kuncoro, 2006:374)
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> 500 Juta - 10
Miliar
> 2,5 Miliar – 50
Miliar
14 Sumber : www.depkop.go.id (20 Januari 2013).
N
o
Uraian Kriteria Asset Omzet
1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
2 Usaha Kecil > 50 Juta - 500
Juta






Dasar penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dengan menggunakan
metode survei sebagai dasar penelitian. Dimana informasi dikumpulkan dari
sebagian individu untuk mewakili sebagian populasi dan memperoleh suatu
laporan kejadian, perkembangan atau situasi secara lengkap dan terpernici dari
objek yang di teliti.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan
gambaran terperinci tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan
Lembaga Keuangan Mikro Non-Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Studi kasus ; BMT Al-Amin dan KSP Sawerigading).
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian ini yaitu pada 4 November  2012 s/d 4 januari 2013,
Daerah yang menjadi sasaran penelitian adalah KSP Sawerigading Jln.Topas Raya
Ruko zamrud Blok F 18, dan BMT Al-Amin Jln. Abdullah Dg,Sirua No.16 C
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Pemilihan lokasi dilakukan secara
sengaja dengan pertimbangan bahwa LKM yang menjadi objek dalam penelitian
ini Memiliki Nasabah terbanyak tersebar di wilayah Kota Makassar.
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4. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel
Populasi dalam hal ini adalah semua pelaku UMKM yang berada di Kota
Makassar yang menjadi Nasabah pada LKM KSP Sawerigading dan LKMS BMT
Al-Amin dalam program “pembiayaan” . Jumlah populasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang Mendapatkan Pembiayaan Usaha di kedua lembaga tersebut
Yakni : KSP Sawerigading Sebanyak 23 Unit Usaha1, dan BMT Al-Amin
sebanyak 21 Unit Usaha yang berada di Kota Makassar. adalah 20 Nasabah pada
LKM KSP Sawerigading diambil 86,95 %. dan 20 nasabah pada BMT Al-Amin
95,23% dari jumlah populasi Sebagai sampel. Teknik penentuan sampel yang
digunakan adalah Simple Random Sampling yaitu populasi tidak di pilih-pilih
namun di tentukan secara acak atau di stratakan terlebih dahulu semua warga
tersebut agar menghilangkan penilaian subjektif orang lain, dan jumlah responden
yang dijadikan sampel adalah 20 orang pada masing-masing lembaga yang
diharapkan dapat mewakili populasi.
6. Jenis dan Sumber data
Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu:
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan
masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung
terhadap objek penelitian.
1 Sumber: KSP Sawerigading
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2.  Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur
yang berhubungan dengan materi dan dokumen dari Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang
berhubungan dengan penelitian.
7. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan
menggunakan tabel frekuensi berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden
maupun informan dan setiap jawaban dari responden atau data-data yang
didapatkan, dikelompokkan dan dianalisa dengan melihat tingkat persentase.
7.1. Analisis Pendapatan UMKM
Salah satu indikator penilaian kesejahteraan adalah perubahan
pendapatan dan pola konsumsi penduduk. Semakin meningkat tingkat
pendapatan suatu penduduk maka presentase pengeluaran untuk makanan
akan menurun, sehingga tersedia porsi pendapatan yang lebih besar untuk
non pangan termasuk untuk digunakan sebagai modal usaha rumah tangga
atau mikro.
Lipsey et al. (1995) menerangkan bahwa pendapatan atau laba didapatkan
dari mengurangi penerimaan total (total revenue) dengan biaya total (total
cost), atau jika ditulis dalam persamaan :
= TR – TC= (P.q) – (TFC TVC)
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Dimana : = Pendapatan atau laba
TR = penerimaan total (total revenue)
TC = biaya total (total cost)
P = harga produk
Q = produk total (total product)
TFC = biaya tetap total (total fixed cost)
TVC = biaya variable total (total variable cost)
Penerimaan total merupakan perkalian antara harga produk dengan produk
total atau total penerimaan penjualan produk. Produk total adalah jumlah total
yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh semua faktor produksi yang
digunakan selama periode tersebut. Sedangkan biaya total merupakan
penjumlahan biaya oportunitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk
memproduksi output, yang bisa dibagi menjadi biaya tetap total dan biaya variabel
total pada tingkat produksi tertentu.
Biaya tetap total adalah biaya produksi yang tidak bervariasi dengan tingkat
output, seperti tanah, pabrik, dan mesin. Sedangkan biaya variabel total adalah
total biaya produksi yang bervariasi secara langsung dengan tingkat output,
seperti upah atau gaji karyawan.
Peran  LKM/S KSP Sawerigading dan BMT Al-Amin  dalam penyaluran
kredit terhadap pendapatan UMKM dapat dilihat dengan membandingkan
pendapatan pengusaha UMKM sebelum mendapatkan bantuan kredit dengan
pendapatan setelah mendapatkan bantuan kredit. Analisis ini digunakan untuk
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mengetahui sejauh mana pengaruh dampak pemberian kredit yang dilakukan KSP
Sawerigading dan BMT Al-Amin terhadap peningkatan pendapatan pengusaha
UMKM. Analisis pendapatan ini dilakukan pada satu tahun sebelum pengusaha
menerima kredit dan satu tahun setelah mendapatkan kredit.
Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran kotor
usaha tersebut. Perhitungan pendapatan dilakukan dengan menggunakan
formulasi :
7.2. P = TP – (Bt + Btt)
Dimana : P = Pendapatan bersih (Rp)
TP = Total penerimaan (Rp)
Bt = Biaya tunai (Rp)
Btt = Biaya tidak tunai (Rp)
Penerimaan sering disebut juga dengan pendapatan kotor (gross farm
income), merupakan nilai produk total usaha dalam periode tertentu, baik
yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan diperoleh dari hasil kali
antara jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual produk tersebut.
Sementara itu pengeluaran total usaha terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak
tunai (biaya yang diperhitungkan).
1. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)
Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan dianalisis untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan pendapatan dengan nilai
R/C Ratio masing-masing UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit.
Analisis R/C Ratio merupakan perbandingan (ratio atau nisbah) antara
49
penerimaan (revenue) dan biaya (cost). Menurut Rahim (2007) pernyataan
tersebut dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :
a = R/C Ratio
R = Py x Y
C = FC + VC
a = Py x Y / (FC + VC)
Dimana :
a = R/C Ratio
R = Penerimaan (revenue)
C = Biaya (cost)
Py = Harga Output
Y = Output
FC = Biaya Tetap (fixed cost)
VC = Biaya Variabel (variable cost)
Kriteria Keputusannya adalah sebagai berikut :
R/C > 1, usaha tersebut menguntungkan, sehingga layak untuk
diusahakan
R/C < 1, usaha tersebut rugi, sehingga tidak layak untuk diusahakan
R/C = 1, usaha tersebut impas tapi tetap layak untuk dijalankan .
Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu
usaha yang besar kecilnya tidak tergantung dari besar kecilnya
output yang diperoleh, misalnya pajak, sewa lahan, alat-alat
produksi, dan mesin produksi. Sedangkan biaya tidak tetap
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merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang besar




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Makassar merupakan salah satu kota terpesat di kawasan
timur Indonesia karena merupakan Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan,
sehingga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Termasuk
kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang industri, baik usaha skala
mikro, kecil, menengah dan besar. UMKM sangat berperan dalam
pertumbuhan ekonomi di kota Makassar karena selain berkonstribusi
terhadap PDRB juga dapat memberikan lapangan kerja baik penduduk
yang berada di Kota Makassar maupun penduduk dari luar Kota Makassar.
Menurut data yang tercatat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Makassar bahwa jumlah UMKM dari berbagai unit usaha pada tahun 2012
sebanyak 127 unit usaha yang terdiri dari 74 unit usaha skala Mikro, 29
unit usaha skala Kecil, 24 unit usaha skala menegah dan 1 unit usaha
untuk skala besar. Tetapi masih banyak unit usaha yang belum tercatat
pada Disperindag Kota Makassar. Dalam hal pembiayaan UMKM pada
tahun 2012 jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan usaha pada
lembaga keuangan Mikro LKM/S BMT Al-Amin sebanyak 21 dan LKM
KSP sawerigading sebanyak 23 di kota Makassar. letak Lokasi BMT Al-
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Amin  berada di jalan Abdullah dg.Sirua No.16 c , berada tepat di depan
jalan poros Abdullah Dg.sirua yang menghubungkan antara Borong Raya
Antang menuju Poros Utama Jln A.P.Petarani. KSP Sawerigading berada
di jalan topas Raya ruko zamrud blok f No.18 Merupakan kawasan bisnis
kota Makassar berada di Antara deretan ruko-ruko dan warkop serta
letaknya tidak jauh dari depan Hotel boulevard dan  Mall Panakukang
Makassar yang terletak di jalan Boulevard dari sisi depan Mall
Panakukang.
1.1. KSP Sawerigading
a. Sejarah berdirinya KSP sawerigading1
KSP sawerigading di dirikan pada tanggal 15 februari 2003,
sebelumya masih bernama KSP LagaLigo dan hanya Memilki karyawan
Sebanyak Empat (4) orang, Keinginan untuk mengembangkan partisipasi
masyarakat dalam pemulihan ekonomi, berhubungan erat dengan usaha
untuk mewujudkan bangsa yang beradab, adil dan makmur. Suatu tugas
dimana penduduk dapat menikmati keadaan adil dan makmur yang
kemakmurannya sejalan dengan keadilan. seiring berjalan dengan waktu
pada tahun 2012 kini KSP Sawerigading Memiliki karyawan Sebanyak 8
orang (tetap) 10 orang  karyawan free lance dengan jumlah nasabah
/anggota sebanyak 455 Nasabah/anggota.
1 Sumber : Muhammad Nur.SE ”Sekertaris KSP Sawerigading”.
53
b. Struktur Organisasi KSP sawerigading
Berdasarkan hasil keputusan RAK KSP Sawerigading pada tanggal
12 desember tahun 2011 maka di sepakati susunan kepengurusan KSP
sawerigading sebagai berikut :
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Dirga I H. Baso
Sumber: KSP sawerigading
c. Kegiatan Usaha KSP sawerigading
Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan -
dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:
 Unit usaha simpan pinjam
 Unit Pembiayaan Usaha
 Biro jasa
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 Jasa pengiriman barang
 Jasa pengiriman Uang
 Jasa transportasi
 Jasa pembayaran rekening telepone,Listrik. Dan Air.
 Penerbitan dan percetakan
 Jasa pendidikan, konsultan dan pelatihan pendidikan.
1.2. BMT Al-Amin
a. Sejarah berdirinya BMT Al-Amin
BMT Al Amin berdiri pada tahun 1995 dan oleh sebanyak 20
orang pendiri dengan modal awal sebesar 5 juta rupiah. mengenai data
tanggal dan bulan berdasrkan narasumber mengatakan bahwa ‘’tidak
tahu’’ dapat di maklumi mengingat tahun berdirinya  terbilang cukup lama
dan merupakan generasi yang ke sekian dari deretan 2 tahun setiap periode
masa kepengurusan  sejak berdirinya. BMT Al Amin yang dipimpin oleh
Ir. Idris Parakkasi, MM, yang juga Ketua LPSDM DPP WI, dan direktur
Pinbuk Sulsel, membina usaha masyarakat kecil (UKM) dengan system
syariah, seperti pedagang di kota masyarakat. Bahkan, BMT Al Amin
yang dikelola oleh aktifis Wahdah Islamiyah merupakan BMT pertama di
Indonesia Timur serta salah satu terbesar di Sulsel dengan asset miliyaran
rupiah.
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b. Struktur Organisasi BMT Al-Amin
Berasrkan Rekomendasi RAT Syarikah Al-Amin tanggal 17 Maret
2012 yang di tindak lanjuti rapat pengurus tanggal 13 mei 2012, maka
telah di sepakati perubahan susunan pengurus dan pengawas KSU
syarikah Al-amin periode 2012-14 sebagai berikut :
Tabel. 3 Susunan kepengurusan BMT A-amin
Sumber : BMT Al-Amin
c. Kegiatan Usaha BMT Al-Amin
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, BMT Al-Amin
menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha
Anggota, sebagai berikut :
1) Tabungan dan investasi (Bagi Hasil)
Jabatan Nama












2). H. Tamzil Linrung
3). Dr.H.Abd  Hamidhabbe,SE,M.Si
Pengawas 1). H. Rahmat Abdurrahman,Lc.MA
2). Herman Hasyim.S.pd.MM
3). Dr.ir.Idris Parakkasi, MM
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Dana nasabah di kelola dan mendapatkan keuntungan bagi
hasil serta nasabah siap menanggung kerugian bersama ,jika
usaha mengalami kerugian
2) Tabungan Mudharabah Pendidikan (TRENDI)
3) Investasi Mudharabah (deposito)
Investasi Mudharabah Deposito terdiri atas tiga macam
pertama investasi mudharabah Deposito3 bulan,Deposito 6
bulan,dan Deposito 12 bulan.
4) .Produk Online BMT Al-Amin Melayani Pembayaran listrik, dan
PDAM, Pembayaran telepon, Isi voucher HP, Layanan
Pengiriman Uang (DELIMA).
5) Tabungan Wadiah (titipan).
Jenis titipan atau Tabungan wadiah ada 5 macam yakni :
Wadiah Ummat, Wadiah Pendidikan, Wadiah Qurban, Wadiah
Haji / Umroh, Wadiah sakinah.
6) Gadai Emas Syariah.
4. Kriteria Penyaluran Kredit pada Anggota KSP Sawerigading dan
BMT Al-Amin2.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyaluran
kredit LKM/S KSP sawerigading dan BMT Al-Amin tidak terlepas
dari unsur 5C. Adapun prosedur dengan menggunakan prinsip 5C ini
2Sumber : Wawancara pada : KSP Sawerigading dan BMT Al-Amin .data primer  : (diolah).
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dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadi tunggakan
pembayaran setelah pencairan kredit. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pencairan kredit untuk UMKM ) Oleh KSP
Sawerigading dan BMT Al-amin adalah:
a. Jenis Usaha
Jenis usaha yang diberikan kredit oleh KSP Sawerigading
dan BMT Al-Amin terbagi menjadi tiga, yaitu budidaya,
pengolahan, dan retail. Usaha budidaya terdiri dari budidaya ternak
bebek dan budidaya ayam petelur. Usaha pengolahan terdiri dari
meubel, kerajinan rotan, pembuatan kasur kapuk, pembuatan telur
asin, dan handycraft. Sedangkan usaha retail yang dijalankan
terdiri dari usaha warung makan lesehan dan warung Kopi .
b. Usia
Minimal usia dalam pemberian kredit yang dilakukan KSP
Sawerigading dan BMT Al-Amin biasanya adalah 20 tahun, hal ini
berdasarkan pertimbangan bahwa usia 20 tahun merupakan usia
produktif.
c. Pendidikan Terakhir
Pemberian kredit yang dilakukan KSP sawerigading dan




Besar kecilnya suatu usaha dalam hal ini adalah UMKM
merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan pihak LKM/S
dalam menyalurkan kredit. Jika usaha yang diajukan cukup
menjanjikan di masa datang, maka pihak KSP Sawerigading dan
BMT Al-Amin dapat memberikan kredit sesuai dengan skala usaha
tersebut. Dengan memberikan kredit sesuai dengan skala usaha,
maka diharapkan pihak peminjam dapat lancar dalam pengembalian
kredit.
e. Lama usaha
Lama usaha juga merupakan hal yang dijadikan salah satu
pertimbangan dalam pencairan kredit oleh KSP sawerigading dan
BMT Al-Amin. Dengan mengetahui lama usaha, maka pihak
LKM/S dapat memperkirakan keberlangsungan usaha tersebut
sehingga LKM/S dapat memperkecil risiko terjadinya kredit macet
f. Jenis dan jumlah agunan (jaminan)
Jenis dan jumlah agunan atau barang dan SHM yang
dijadikan jaminan juga merupakan hal yang sangat penting dalam
proses pengajuan dan pencairan kredit. Agunan merupakan
jaminan yang bisa digunakan pihak KSP Sawerigading dan BMT
Al-Amin untuk memperkirakan bantuan kredit yang tepat bagi
UMKM, sehingga jika terjadi hal yang tidak diharapkan oleh pihak
pemberi pinjaman seperti kredit macet, maka LKM/S dapat
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mengambil agunan untuk memperkecil kerugian. Agunan yang
diterima KSP sawerigading dan BMT Al-Amin berupa sertifikat
dan BPKB, dimana nilai pinjaman yang dapat diberikan adalah 60
persen dari nilai sertifikat dan 50 persen dari nilai BPKB.
Faktor lain yang menjadi acuan untuk memberikan kredit
adalah karakter calon peminjam. Tujuan dari mengetahui karakter
calon peminjam kredit ini adalah agar pihak KSP sawerigading dan
BMT Al-Amin mengetahui peminjam memiliki karakter yang baik
atau tidak. Karakter calon peminjam dapat dilihat dari riwayat
pinjaman yang calon peminjam pernah lakukan dan keaktifan
pihak peminjam selama menjadi anggota. Selain itu, capacity atau
kapasitas juga menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan
kredit. Mengetahui kapasitas calon peminjam dapat dilakukan
dengan mengetahui pendapatan bersih usaha dalam setahun dan
mengetahui jumlah pengeluaran. Semakin besar pendapatan bersih
usaha maka akan memudahkan calon peminjam untuk memperoleh
bantuan kredit. Sedangkan prinsip collateral tidak dilakukan
analisis penilaian yang mendalam. Prinsip ini hanya dilakukan
dengan sebatas melihat apakah jaminan yang diajukan calon
peminjam adalah benar milik pribadi calon peminjam. Capital
yang merupakan sumber pembiayaan bagi calon peminjam untuk
mengembalikan pinajaman dapat dilihat dari jenis UMKM yang
dijalankan dan memeriksa apakah calon penerima kredit memiliki
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sumber keuangan lain selain usaha yang akan diberikan kredit.
Sedangkan Condition of Economyc dijadikan acuan bagi pihak
LKM/S KSP Sawerigading dan BMT Al-Amin dalam melakukan
penilaian bagaimana kondisi UMKM saat pengajuan kredit dan
prediksi UMKM di masa yang akan datang.
2. Karakteristik Responden
UMKM anggota LKM/S  BMT Al-Amin dan KSP Sawerigading
yang dijadikan responden adalah UMKM penerima kredit dari yang
berjumlah 20 UMKM pada masing-masing lembaga. Karakteristik
responden ini dibagi menjadi jenis usaha, usia, pendidikan terakhir, lama
usaha dijalankan, jenis agunan, dan skala usaha. Karakteristik tersebut
dikelompokkan dan di sesuaikan berdasarkan informasi dari KSP
Sawerigading dan BMT Al-Amin . dilihat pada Tabel 10.
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Sumber :data Primer (diolah)
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Karakteristik responden berdasarkan Tabel 4 di atas terbagi menjadi
beberapa kriteria, yaitu jenis usaha, usia peminjam, pendidikan terakhir, lama
usaha dijalankan, jenis agunan, dan skala usaha. Jenis usaha UMKM yang
diberikan kredit kemudian di kelompokkan dan terbagi menjadi usaha budidaya,
pengolahan, dan retail, dimana jenis usaha pengolahan lebih mendominasi jenis
usaha yang diberikan bantuan kredit yaitu sebesar 50 persen pada KSP
Sawerigading dan 45 % pada BMT Al-Amin. Syarat usia yang bisa diberikan
kredit adalah diatas dua puluh tahun. Akan tetapi, pada KSP Sawerigading
peminjam yang berumur 20-40 tahun lebih banyak diberikan bantuan kredit yaitu
sebesar 55 persen dan BMT Al-Amin 40%. Pendidikan terakhir yang lebih banyak
diberikan kredit pada KSP Sawerigading adalah SMU sederajat sebesar 55 persen
dan 70 persen pada BMT Al-Amin.
Faktor lain yang menjadi penentu adalah lama usaha dijalankan, hal ini
terlihat pada KSP Sawerigading usaha yang dijalankan berumur lebih dari dua
tahun lebih banyak mendapatkan bantuan kredit, yaitu sebesar 60 persen atau
sebanyak 12 pengusaha. Dan pada BMT Al-Amin hanya 35 % atau 7 Pengusaha.
Jenis agunan yang biasa dijadikan jaminan pada KSP Sawerigading dan BMT Al-
Amin hanya dua, yaitu sertifikat dan BPKB, dimana sertifikat lebih banyak
dijadikan agunan yaitu sebanyak 15 pengusaha atau sebesar 75 persen pada KSP
sawerigading. Sedangkankan BMT Al-Amin 11 Pengusaha atau 55 persen.
Pemberian kredit kepada pelaku usaha juga sedikit banyak berpengaruh pada
skala usaha yang dijalankan, dimana skala usaha kecil dengan jumlah kekayaan
tidak lebih dari Rp 500 juta, pada KSP sawerigading itu lebih banyak mengajukan
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kredit, yaitu sebesar 90 persen atau sebanyak 18 pelaku usaha,dan BMT Al-Amin
80 persen atau sebanyak 18 pelaku usaha.
Semua faktor tersebut sangat berpengaruh pada pendaptan yang akan
diterima oleh masing-masing UMKM penerima kredit. Pendapatan yang
digunakan dalam analisis adalah pendapatan usaha rata-rata, yaitu total
penerimaan usaha dikurangi dengan total biaya pengeluaran UMKM. Pendapatan
usaha diperoleh dengan cara mengurangkan penerimaan rata-rata dengan biaya
rata-rata yang dikeluarkan.
Penerimaan UMKM adalah nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu
tertentu. Penerimaan UMKM merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi
total dengan harga jual dari hasil produksi tersebut. Sedangkan biaya yang
dikeluarkan yakni nilai penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan
dalam melakukan proses produksi usaha UMKM yang menjadi anggota
LKM/S KSP Sawerigading dan BMT Al-Amin bergerak diberbagai bidang usaha,
maka nilai penerimaan diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah
penerimaan dari tiap jenis usaha UMKM. Demikian pula dengan biaya yang harus
dikeluarkan, dikarenakan berbeda karakter usaha, maka biaya yang diambil adalah
total rata-rata dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan masing-masing UMKM.
Rincian perhitungan output dan biaya masing-masing jenis usaha sebelum dan
sesudah kredit per tahun.
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B. PEMBAHASAN
1. Analisis Pendapatan UMKM Pada  KSP Sawerigading dan BMT Al-
Amin sebelum dan sesudah Menerima kredit .
Pendapatan UMKM berdasarkan jenis usaha bisa didapatkan melalui
perhitungan pengurangan antara jumlah penerimaan dan biaya yang harus
dikeluarkan. Penerimaan UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit
berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rincian Penerimaan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit
Pada KSP Sawerigading










1. Budidaya 61.812.500 114.500.000 52.687.500
2. Pengelolaan 1.840.000.000 3.330.000.000 1.490.000.000
3. Retail 225.000.000 510.000.000 285.000.000
Total Penerimaan 2.126.812.500 3.954.500.000 1.827.687.500
Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 5 menjelaskan bahwa jumlah total penerimaan UMKM sebelum
menerima kredit adalah sebesar Rp 2.126.812.500, sedangkan total penerimaan
UMKM setelah pemberian kredit adalah sebesar Rp 3.954.500.000, dengan selisih
penerimaan sebelum dan sesudah menerima kredit adalah meningkat sebesar Rp
1.827.687.500. Pemberian kredit yang dilakukan KSP Sawerigading berdampak
pada peningkatan penerimaan UMKM. Hal ini terjadi karena dengan adanya
bantuan kredit, UMKM mampu meningkatkan skala usahanya, atau menambah
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input produksi untuk meningkatkan jumlah produksi usaha. Peningkatan
penerimaan juga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional usaha. Rincian
biaya yang dikeluarkan UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit
berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Rincian Biaya yang harus di keluarkan UMKM Sebelum dan Sesudah











1. Budidaya 28.800.000 57.840.000 29.040.000
2. Pengelolaan 1.210.910.000 1.734.600.000 523.690.000
3. Retail 175.000.000 358.800.000 183.800.000
Total Biaya 1.414.710.000 2.151.240.000 736.530.000
Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 6.  menjelaskan bahwa biaya total yang harus dikeluarkan UMKM
sebelum menerima kredit dari KSP Sawerigading adalah Rp 1.414.710.000 dan
total biaya yang harus dikeluarkan UMKM setelah menerima kredit adalah
sebesar Rp 2.151.240.000, dengan selisih biaya sebelum dan sesudah bantuan
kredit adalah sebesar Rp 736.530.000. Sedangkan rincian perhitungan pendapatan
UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7.  Rincian Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit pada
KSP Sawaeigading




1. a. Penerimaan Budidaya
b. Biaya Budidaya
c. Pendapatan (a-b)









2. a. Penerimaan Pengolahan
b. Biaya Pengolahan
c. Pendapatan (a-b)









3. a. Penerimaan Retail
b. Biaya Retail
c. Pendapatan (a-b)









4. a. Total Penerimaan
b. Total Biaya
c. Total Pendapatan (a-b)









Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 7.  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nilai yang diperoleh
pengusaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari KSP
Sawerigading. Penerimaan UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya
mengalami peningkatan dari sebelum menerima kredit sebesar Rp 61.812.500
menjadi Rp 114.500.000, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, yaitu
sebesar Rp 33.012.500 sebelum menerima kredit menjadi Rp 56.660.000 setelah
menerima kredit. Akan tetapi, peningkatan pendapatan UMKM yang bergerak
dalam usaha budidaya ini berbanding terbalik dengan nilai R/C ratio. R/C ratio
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sebelum menerima kredit lebih besar dari setelah menerima kredit, yaitu dari 2,14
menjadi 1,97 yang artinya bahwa setiap pengeluaran biaya Rp 1 sebelum
menerima kredit akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,14, dan Rp 1 biaya
yang dikeluarkan setelah menerima kredit akan mendapatkan penerimaan sebesar
Rp 1,97. Hal ini terjadi karena saat setelah menerima kredit, biaya yang
dikeluarkan untuk operasional usaha lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan
sebelum menerima kredit, yaitu meningkat sebesar 33,51 persen, sedangkan
penerimaan sebelum dan sesudah kredit hanya meningkat sebesar 29,88 persen.
Peningkatan penerimaan jenis usaha pengolahan sebesar Rp 1.490.000.000
berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha tersebut. Pendapatan yang awal
sebelum kredit hanya sebesar Rp 629.090.000 menjadi Rp 1.595.400.000. Hal ini
menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebesar 43,43 persen setelah
UMKM mendapatkan bantuan kredit. Walaupun peningkatan pendapatan juga diikuti
oleh peningkatan biaya yang harus dikeluarkan usaha yaitu sebesar 17,77 persen,
akan tetapi tetap berdampak positif pada nilai R/C ratio jenis usaha pengolahan ini,
dikarenakan nilai R/C ratio meningkat dari 1,51 menjadi 1,91 setelah UMKM
menerima kredit. Nilai R/C ratio tersebut menjelaskan bahwa UMKM dengan jenis
usaha pengolahan ini layak untuk dijalankan, karena sebelum menerima kredit tiap
Rp 1 yang dikeluarkan usaha akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,51.
Sedangkan setelah menerima bantuan kredit dari KSP Sawerigading tiap Rp 1 yang
dikeluarkan akan mendatangkan penerimaaan sebesar Rp 1,91. Hal ini tentu saja
menjelaskan bahwa bantuan kredit yang diberikan KSP Sawerigading pada UMKM
jenis usaha pengolahan sangat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut.
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UMKM yang bergerak dalam bidang retail juga merasakan manfaat yang
baik setelah menerima kredit dari KSP sawerigading. Penerimaan yang awalnya
hanya sebesar Rp 225.000.000 meningkat sebesar 38,77 persen menjadi Rp
510.000.000 setelah menerima kredit. Disisi lain, biaya operasional juga
meningkat sebesar 34,43 persen dari sebesar Rp 175.000.000 menjadi Rp
358.800.000. Peningkatan biaya ini tidak menjadikan pendapatan yang diterima
usaha menurun, melainkan naik sebesar 50,29 persen dari sebelum kredit sebesar
Rp 50.000.000 menjadi Rp 151.200.000 setelah kredit. Peningkatan pendapatan
ini juga berdampak pada nilai R/C ratio yang meningkat dari sebelum kredit
sebesar 1,28 menjadi 1,42 setelah kredit, yang artinya sebelum kredit tiap Rp 1
yang dikeluarkan UMKM akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,28, dan
tiap Rp 1 yang dikeluarkan UMKM setelah kredit akan mendatangkan penerimaan
sebesar Rp 1,42. Secara keseluruhan, penerimaan UMKM yang menerima
bantuan kredit meningkat sebesar 30,05 persen, dari sebelum menerima kredit
sebesar Rp 2.126.812.500 meningkat menjadi Rp 3.954.500.000 setelah kredit.
Peningkatan juga terjadi pada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu dari sebesar Rp
1.414.710.000 sebelum kredit meningkat sebesar 20,65 persen setelah kredit
menjadi Rp 2.151.240.000. Peningkatan penerimaan dan biaya berdampak pada
peningkatan pendapatan keseluruhan UMKM yang menerima bantuan kredit yaitu
dari Rp 712.102.500 sebelum kredit menjadi Rp 1.803.260.000 setelah kredit. Hal
ini menjelaskan bahwa pemberian kredit yang dilakukan KSP sawerigading
memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan UMKM yang menerima
kredit karena pendapatan UMKM mampu meningkat sebesar 43,37 persen. Nilai
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R/C ratio UMKM pun meningkat sebsar 9,9 persen dari sebelum kredit hanya
sebesar 1,50 menjadi 1,83 setelah kredit, yang artinya usaha tersebut layak
diusahakan. Nilai R/C ratio menjelaskan bahwa UMKM tersebut mampu
mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,50 setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp
1 sebelum kredit, dan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,83 jika
mengeluarkan biaya Rp 1 setelah kredit.
Nilai masing-masing R/C ratio setelah UMKM menerima bantuan kredit
dari KSP sawerigading menjelaskan bahwa tiap-tiap jenis usaha UMKM yang
menerima bantuan kredit layak untuk diusahakan. Akan tetapi, karena nilai R/C
ratio usaha pengolahan paling besar dibandingkan usaha lain, yaitu meningkat
sebesar 11,69 persen dari 1,51 menjadi 1,91 setelah kredit, maka usaha pengolahan
akan lebih banyak mendatangkan keuntungan bila diberikan bantuan kredit baik bagi
pelaku usaha maupun bagi KSP Sawerigading sebagai penyalur kredit. Sedangkan
usaha dibidang budidaya tidak akan banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan
bagi KSP Sawerigading umumnya dan pelaku usaha khususnya, karena setelah
menerima kredit nilai R/C ratio menurun sebesar 4,13 persen dari 1,51 sebelum kredit
menjadi 1,97 setelah menerima kredit. Akan tetapi, hal ini bukan berarti KSP
Sawerigading tidak berkenan lagi memberikan bantuan kredit, malainkan menjadi
tugas KSP Sawerigading untuk membantu anggotanya yang bergerak dalam usaha
budidaya agar dapat mengefisienkan biaya produksi dan operasional sehingga jumlah
penerimaan tidak lebih kecil dari jumlah biaya yang harus dikeluarkan UMKM. Pada
dasarnya, peningkatan penerimaan yang diperoleh masing-masing jenis usaha
disebabkan oleh bantuan kredit yang diberikan KSP Sawerigading dimanfaatkan
untuk mengembangkan usaha, baik dalam penambahan input, maupun untuk
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memperbanyak cabang usaha. Pemberian kredit yang dilakukan KSP Sawerigading
pada masing-masing jenis usaha tidak hanya menyebabkan peningkatan penerimaan
saja, melainkan juga menyebabkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Akan
tetapi, peningkatan penerimaan dan biaya secara rata-rata menyebabkan peningkatan
pendapatan dan R/C ratio tiap jenis usaha, yang artinya bahwa usaha yang diberikan
bantuan kredit oleh KSP sawerigading memang layak untuk dijalankan dan layak
untuk menerima bantuan kredit.
Adapun tentang rincian penerimaan UMKM sebelum dan setelah
mendapatkan pembiayaan dari LKMS BMT Al-Amin dapat di lihat pada tabel 8.
Tabel 8. Rincian Penerimaan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit
Pada BMT Al-Amin










1. Budidaya 60.670.000 112.500.000 51.830.000
2. Pengelolaan 1.750.000.000 3.030.000.000 1.280.000.000
3. Retail 220.000.000 500.000.000 280.000.000
Total Penerimaan 2.030.670.000 3.642.500.000 1.611.830.000
Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 8 . menjelaskan bahwa jumlah total penerimaan UMKM sebelum
menerima kredit adalah sebesar Rp 2.030.670.000 sedangkan total penerimaan
UMKM setelah pemberian kredit adalah sebesar Rp 3.642.500.000 dengan selisih
penerimaan sebelum dan sesudah menerima kredit adalah meningkat sebesar Rp
1.611.830.000 Pemberian kredit yang dilakukan BMT Al-Amin berdampak pada
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peningkatan penerimaan UMKM. Hal ini terjadi karena dengan adanya bantuan
kredit, UMKM mampu meningkatkan skala usahanya, atau menambah input
produksi untuk meningkatkan jumlah produksi usaha. Peningkatan penerimaan
juga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional usaha. Rincian biaya yang
dikeluarkan UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit berdasarkan jenis
usaha dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Rincian Biaya yang harus di keluarkan UMKM Sebelum dan Sesudah











1. Budidaya 26.500.000 51.840.000 25.340.000
2. Pengelolaan 1.110.910.000 1.634.600.000 523.690.000
3. Retail 168.000.000 346.000.000 178.000.000
Total Biaya 1.305.410.000 2.032.440.000 727.030.000
Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 9. menjelaskan bahwa biaya total yang harus dikeluarkan UMKM
sebelum menerima kredit dari BMT Al-amin adalah Rp 1.305.410.000 dan total
biaya yang harus dikeluarkan UMKM setelah menerima kredit adalah sebesar Rp
2.032.440.000, dengan selisih biaya sebelum dan sesudah bantuan kredit adalah
sebesar Rp 727.030.000. Sedangkan rincian perhitungan pendapatan UMKM
sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Rincian Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit pada
BMT Al-Amin




1. a. Penerimaan Budidaya
b. Biaya Budidaya
c. Pendapatan (a-b)









2. a. Penerimaan Pengolahan
b. Biaya Pengolahan
c. Pendapatan (a-b)









3. a. Penerimaan Retail
b. Biaya Retail
c. Pendapatan (a-b)









4. a. Total Penerimaan
b. Total Biaya
c. Total Pendapatan (a-b)









Sumber : data Primer (diolah)
Tabel 10.  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nilai yang diperoleh
pengusaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari BMT
Al-Amin. Penerimaan UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya mengalami
peningkatan dari sebelum menerima kredit sebesar Rp 60.670.000 menjadi Rp
112.500.000, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, yaitu sebesar Rp
34.170.00 sebelum menerima kredit menjadi Rp 60.660.000 setelah menerima
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kredit. peningkatan pendapatan UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya ini
berbanding terbalik dengan nilai R/C ratio. R/C ratio sebelum menerima kredit
lebih besar dari setelah menerima kredit, yaitu dari 2,87 menjadi 2,29, yang
artinya bahwa setiap pengeluaran biaya Rp 1 sebelum menerima kredit akan
mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,87, dan Rp 1 biaya yang dikeluarkan
setelah menerima kredit akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,29. Hal ini
terjadi karena saat setelah menerima kredit, biaya yang dikeluarkan untuk
operasional usaha lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sebelum menerima
kredit, yaitu meningkat sebesar 32,40 persen, sedangkan penerimaan sebelum dan
sesudah kredit hanya meningkat sebesar 26,69 persen. Peningkatan penerimaan
jenis usaha pengolahan sebesar Rp 1.750.000.000 berpengaruh pada peningkatan
pendapatan usaha tersebut. Pendapatan yang awal sebelum kredit hanya sebesar
Rp 639.090.000 menjadi Rp 1.395.400.000 Hal ini menjelaskan bahwa terjadi
peningkatan pendapatan sebesar 42,69 persen setelah UMKM mendapatkan bantuan
kredit. Walaupun peningkatan pendapatan juga diikuti oleh peningkatan biaya yang
harus dikeluarkan usaha yaitu sebesar 61,56 persen, berdampak negatif pada nilai
R/C ratio jenis usaha pengolahan ini, dikarenakan nilai R/C ratio menurun  dari 1,59
menjadi 1,86 setelah UMKM menerima kredit. Nilai R/C ratio tersebut menjelaskan
bahwa UMKM dengan jenis usaha pengolahan ini layak untuk dijalankan, karena
sebelum menerima kredit tiap Rp 1 yang dikeluarkan usaha akan mendatangkan
penerimaan sebesar Rp 1,59. Sedangkan setelah menerima bantuan kredit dari BMT
Al-Amin tiap Rp 1 yang dikeluarkan akan mendatangkan penerimaaan sebesar Rp
1,56. Hal ini tentu saja menjelaskan bahwa bantuan kredit yang diberikan BMT Al-
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Amin pada UMKM jenis usaha pengolahan sangat memberikan keuntungan bagi
usaha tersebut.
UMKM yang bergerak dalam bidang retail juga merasakan manfaat yang baik
setelah menerima kredit dari BMT Al-Amin. Penerimaan yang awalnya hanya
sebesar Rp 220.000.000 meningkat sebesar 44 persen menjadi Rp 500.000.000
setelah menerima kredit. Disisi lain, biaya operasional juga meningkat sebesar
48,55 persen dari sebesar Rp 168.000.000 menjadi Rp 346.000.000. Peningkatan
biaya ini tidak menjadikan pendapatan yang diterima usaha menurun, melainkan
naik sebesar 50,29 persen dari sebelum kredit sebesar Rp 52.000.000 menjadi Rp
154.000.000 setelah kredit. Peningkatan pendapatan ini juga berdampak pada nilai
R/C ratio yang meningkat dari sebelum kredit sebesar 1,34 menjadi 1,42 setelah
kredit, yang artinya sebelum kredit tiap Rp 1 yang dikeluarkan UMKM akan
mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,34, dan tiap Rp 1 yang dikeluarkan
UMKM setelah kredit akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,42. Secara
keseluruhan, penerimaan UMKM yang menerima bantuan kredit meningkat
sebesar 33,76 persen, dari sebelum menerima kredit sebesar Rp 220.000.00
meningkat menjadi Rp 500.000.000 setelah kredit. Peningkatan juga terjadi pada
biaya yang harus dikeluarkan, yaitu dari sebesar Rp 168.000.000 sebelum kredit
meningkat sebesar  48,55 persen setelah kredit menjadi Rp 346.000.000..
Peningkatan penerimaan dan biaya berdampak pada peningkatan pendapatan
keseluruhan UMKM yang menerima bantuan kredit yaitu dari Rp
725.260.000sebelum kredit menjadi Rp 1.610.060.000 setelah kredit. Hal ini
menjelaskan bahwa pemberian kredit yang dilakukan BMT Al-Amin
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memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan UMKM yang menerima
kredit karena pendapatan UMKM mampu meningkat sebesar 45,04 persen. Nilai
R/C ratio UMKM pun meningkat sebsar 9,7 persen dari sebelum kredit hanya
sebesar 1,52 menjadi 1,78 setelah kredit, yang artinya usaha tersebut layak
diusahakan. Nilai R/C ratio menjelaskan bahwa UMKM tersebut mampu
mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,52 setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp
1 sebelum kredit, dan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,78 jika
mengeluarkan biaya Rp 1 setelah kredit.
Nilai masing-masing R/C ratio setelah UMKM menerima bantuan kredit
dari BMT Al-Amin menjelaskan bahwa tiap-tiap jenis usaha UMKM yang
menerima bantuan kredit layak untuk diusahakan. Akan tetapi, karena nilai R/C
ratio usaha pengolahan paling besar dibandingkan usaha lain, yaitu Meningkat
sebesar 10,1 persen dari 1,51 menjadi 1,91 setelah kredit, maka usaha pengolahan
akan lebih banyak mendatangkan keuntungan bila diberikan bantuan kredit baik bagi
pelaku usaha maupun bagi BMT Al-Amin sebagai penyalur kredit. Sedangkan usaha
dibidang budidaya tidak akan banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi
BMT Al-Amin umumnya dan pelaku usaha khususnya, karena setelah menerima
kredit nilai R/C ratio menurun sebesar 3,8 persen dari 2,87 sebelum kredit menjadi
2,29 setelah menerima kredit. BMT Al-amin untuk membantu anggotanya yang
bergerak dalam usaha budidaya agar dapat lebih mengefisienkan biaya produksi dan
operasional sehingga jumlah penerimaan tidak lebih besar dari jumlah biaya yang
harus dikeluarkan UMKM. Pada dasarnya, peningkatan penerimaan yang diperoleh
masing-masing jenis usaha disebabkan oleh bantuan kredit yang diberikan BMT A-
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amin dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, baik dalam penambahan input,
maupun untuk memperbanyak cabang usaha. Pemberian kredit yang dilakukan BMT
Al-Amin pada masing-masing jenis usaha tidak hanya menyebabkan peningkatan
penerimaan saja, melainkan juga menyebabkan peningkatan biaya yang harus
dikeluarkan. Akan tetapi, peningkatan penerimaan dan biaya secara rata-rata
menyebabkan peningkatan pendapatan dan R/C ratio tiap jenis usaha, yang artinya
bahwa usaha yang diberikan bantuan kredit oleh BMT Al-Amin memang layak untuk
dijalankan dan layak untuk menerima bantuan kredit/pembiayaan usaha.
Tabel 11. Persentase Perubahan R/C Ratio masing-masing Jenis Usaha pada KSP

















































Total perubahan persentase (%) 12,6 % 11,1 %
Sumber : data Primer (diolah)
Tabel di atas menjelaskan dalam jenis usaha budidaya LKM/S KSP
sawerigading dan BMT Al-amin dalam pembiayaan UMKM mengalami
penurunan R/C Ratio dari sebelum mendapatkan kredit yakni 2,14 menjadi 1,97
pada KSP sawerigading dan 2,87 menurun menjadi 2,29 pada BMT Al-Amin, hal
ini di akibatkan tingginya jumlah pembiayaan oprasional usaha di banding margin
keuntungan/laba.sehingga berpengaruh pada perubahan persentase C/R Ratio pada
77
KSP sawerigading terjadi penurunan  menjadi (-) 4,1 persen. dan  pada BMT Al-
amin menurun sebanyak (-) 3,8 persen.
Pada jenis usaha pengolahan terjadi peningkatan yang cukup signifikan
pada UMKM yang mendapatkan kredit /pembiayaan dengan meningkatnya
persentase perubahan R/C ratio jenis usaha yang yang mendapat pembiayaan dari
KSP sawerigading yakni sebesar (+) 11,6 persen. Pembiayaan usaha pengolahan
dari  pada BMT Al-Amin pun meningkat sebesar 10,4 persen.
Persentase perubahan Pada pembiayaan jenis usaha Retail juga mengalami
peningkatan, jenis usaha retail yang mendapatkan pembiayaan dari KSP
sawerigading meningkat sebesar 5,1 persen.dan jenis usaha retail yang
mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Amin meningkat persentasenya yakni
sebesar 4,5 persen.
Dari masing masing persentase perubahan menjelaskan tentang eksistensi
serta efektifitas peran LKM/S KSP sawerigading dan BMT Al-amin di dalam
melakukan pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota
Makassar. Bahwa keberadaan LKM/S di dalam menjalani peran sebagai lembaga
pembiayaan kepada UMKM juga mempunyai andil yang cukup besar dalam
membantu pemerintah menstabilkan ekonomi rakyat Khususnya  masyarakat
menengah ke bawah.
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2. Peran LKM KSP Sawerigading dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
dan  Menengah (UMKM).
Lembaga Keuangan mikro (LKM) sangat berperan dalam
pembiayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah hal terbukti dari 20
responden yang terbagi atas tiga jenis usaha yakni budidaya, pengelolaan,
dan retail, LKM KSP sawerigading mampu memberikan pengaruh. hal ini
dapat di lihat dari total pendapatan sebelum menerima kredit Rp.
712.102.500  menjadi 1.803.260.000 setelah menerima kredit ,dengan R/C
Rasio Meningkat dari 1,50 menjadi 1,83 .
2. Peran LKMS BMT Al-Amin  dalam Pembiayaan Usaha mikro kecil dan
menengah  (UMKM).
Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) BMT Al-Amin di
dalam Pembiayaan Usaha mikro kecil dan menengah cukup berperan, hal
ini dapat di lihat dari peningkatan jumlah  total pendapatan dari jenis usaha
yang mendapatkan pembiayaan dari Rp. 725.260.000, sebelum
mendapatkan pembiayaan/kredit ,meningkat menjadi Rp. 1.610.060.000,
setelah mendapatkan pembiayaan.dengan C/R ratio 1,52 menjadi 1,78.
3. Tingkat Pertumbuhan UMKM setelah mendapatkan Pembiayaan
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Usaha mikro kecil dan menengah setelah mendapatkan pembiayaan dari
LKM/S mengalami perubahan yang cukup signifikan. hal ini dapat di lihat
pada LKM KSP saweigading di dalam membiayai UMKM dari total
Pendapatan itu kemudian mengalami kenaikan dari jumlah total
pendapatan sebelum menerima kredit Rp. 712.102.500 dngan R/C Ratio
1,50 naik menjadi 1.803.260.000 dengan R/C Ratio 1,83 setelah
menerima kredit pada KSP sawerigading . KSP sawerigading memberikan
manfaat yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan UMKM yang
menerima kredit, karena jumlah pendapatan UMKM dengan persentase
perubahan mampu meningkat sebesar 12,6 persen. Nilai R/C ratio UMKM
pun meningkat sebsar 9,9 persen dari sebelum kredit hanya sebesar 1,50
menjadi 1,83 setelah kredit,. UMKM yang mendapat pembiayaan dari
LKMS BMT  Al-amin juga mengalami peningkatan yakni dari jumlah
pendapatan sebelum pembiayaan Rp. 725.260.000, naik menjadi Rp.
1.610.060.000, perubahan persentase naik sebesar 11,1 % ,membuktikan
bahwa LKM/S KSP sawerigading dan BMT Al-Amin dalam menjalankan
peran pembiayaan kepada UMKM cukup memberikan pengaruh dalam
peningkatan pendapatan dalam kurun waktu satu tahun, meskipun tingkat
persentase perubahan pada LKM KSP sawerigading lebih tinggi jika di





Dari Uraian di Bab sebelumnya serta berdasarkan data hasil Penelitian
Pada sampel dari Populasi ternyata Lembaga Keuangan Mikro Baik yang berbasis
syariah maupun yang konvensional Memiliki Peran yang sangat Penting karena
merupakan Sentral dasar Pengembangan ekonomi Masyarakat khususnya di
dalam Pembiayaan Usaha Mikro kecil,dan Menengah (UMKM).hanya saja di
bedakan pada sistem oprasional Lembaga.
1) Peran LKMS BMT (BMT Al-Amin) di dalam pembiayaan UMKM  Meninjau
serta sangat Memperhatikan lokasi pemohon sebagai bentuk tanggung jawab
di dalam proses pencairan dana pinjaman (Usaha) serta jaminan
Pemohon/Nasabah,namun di dalam pola penerapan lapangan Menitik beratkan
pada akad jual beli, yang mana di dalam akad jual beli  BMT bertindak
sebagai ‘’mediator’’ dari  nasabah atas harta benda atau barang yang ingin di
miliki nasabah .dengan cara Pihak BMT membeli Harta benda/Barang yang di
ajukan Pemohon/Nasabah(cash), Kemudian Menjual kembali kepada
Pemohon dengan sistem kredit kepada nasabah/pemohon dengan interval
waktu yang telah di tentukan,namun telah ada kesepakatan Awal tentang
harga yang akan di jual kembali kepada pihak nasabah/pemohon. Peran
Lembaga keuangan mokro Syariah LKS BMT Al-Amin di dalam pembiayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah  sebagai sarana Pemanfaatan ekonomi dan
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sumber daya Manusia dengan tetap mengacuh pada Al-Quran dan As-Sunnah
,dan sebagai sentral ekonomi Rakyat yang bersentuhan langsung dengan
Mayarakat golongan Menengah kebawah, dengan tidak hanya Mengutamakan
Profit Semata Melainkan Memperhatikan unsur- unsur sosial di dalam
oprasional Kelembagaan Meskipun belum ada undang-undang yang Mengatur
secara khusus tentang lembaga keuangan mikro Syariah.
2) Peran Lembaga keuangan Mikro Non-Syariah KSP Sawerigading di dalam
Oprasional Kelembagaan Mengacuh Pada Undang-Undang dan kebijakan
perusahaan. Merujuk dari data statistik unit lembaga keuangan Mikro Non-
Syariah lebih banyak jumlahnya dari pada Lembaga keuangan mikro Syariah
,di dalam Pembiayaan Usaha Mikro kecil dan menengah Lembaga Keuangan
Mikro Non-Syariah Banyak Menuai Protes di kalangan Masyarakat Menengah
Kebawah terkait tingkat Suku bunga yang di tawarkan terbilang tinggi,
LKM (KSP sawerigading)  berorientasi keuntungan/profit dapat di lihat dari
tingkat suku bunga yang di tawarkan di masyarakat khususnya pembiayaan
yang Menitik beratkan pada pelayanan/service dari proses pencairan dana.
Dari produk pembiayaan (pinjaman) tidak ada pengklasifikasian secara khusus
bagi masyarakat atau UMKM, terkait dana pinjaman apakah di gunakan untuk
usaha atau di gunakan untuk keperluan lain.dengan melihat ‘’jaminan’’ dari
anggota/nasabah yang di ajukan sebagai permohonan pinjaman, berdasarkan
nilai harga jual  barang ,KSP sawerigading  mengeluarkan dana sesuai harga
barang yang berdasarkan harga jual kembali di pasaran.
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3) Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) yang telah
mendapatkan pembiayaan dari LKM syariah Khususnya BMT Al-Amin dan
LKM Non-Syarian KSP sawerigading itu mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan, dari hasil penelelitian menunjukan tingkat pendapatan
UMKM setelah mendapatkan penelitian semakin meningkat, hal ini
mengindikasikan bahwa eksistensi LKM/S dalam peran pembiayaan pada
Usaha Mikro, kecil ,dan Menengah sangat berpengaruh dan sangat di
butuhkan keberadaanya Oleh UMKM di dalam mengembangkan usaha .
B. Saran
1. Pemerintah seharusnya lebih giat lagi dalam mendorong perkembangan
UMKM serta memberikan fasilitas dan kebijakan yang bisa memperbaiki
kondisi UMKM di Indonesia.
2. LKMS  harus di dukung keberadaanya ,karena LKMS sangat diperlukan
dalam permodalan UMKM yang memulai usaha maupun mengembangkan
usaha.Selain itu perlu juga adanya penyuluhan serta motivasi kepada pelaku
UMKM untuk memanfaatkan keberadaan LKMS dalam memperolah sumber
danan akan sangat membantu dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM
lain dalam mencari sumber dana di LKMS.
3. Perlu adanya kerjasama antara LKM/S,Pemerintah dan UMKM ,  karena
aspek tersebut mempunyai peran yang saling keterkaitan.Dengan adanya
koordinasi yang baik dan transparan oleh ketiga aspek terseebut diharapkan
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